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Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur bahwa “ Pengusaha wajib memberikan
THR kepada pekerja /buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus
menerus atau lebih, yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan

perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh menjelang hari raya. Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja
/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih, yang
mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri
ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh

di Perusahaan.

Ojek online (ojol) sebagai pekerja platform digital dengan hubungan kerja kemitraan,
diimbau oleh Kementerian Ketenagakerjaan bahwa ojek online (ojol) berhak atas tunjangan
hari raya (THR) keagamaan dan masuk dalam cakupan Surat Edaran (SE) Nomor

M/2/HK/04/111/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan 2024 Bagi
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pekerja/buruh di Perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jendral Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro saat menyampaikan SE THR
ini, berpendapat meskipun ojol hubungan kerja kemitraan namun masuk dalam kategori

pekerja dengan waktu tertentu.

Surat Edaran (SE) dilihat dari kedudukan merupakan produk hukum yang isinya secara
materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. SE tidak dapat
dijadikan dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai peraturan
perundangan. Sifatnya hanya memberi penjelasan atau petunjuk. Hal ini selaras dari SE yang
disampaikan Kemenaker bahwa sifatnya hanya imbauan yang akan ditindaklanjuti mengenai
kurang lengkapnya peraturan mengenai pekerja platform berbasis digital seperti ojol , kurir

online, dsb.

Oleh karena itu dengan adanya progres minimal produk hukum SE terhadap gig worker
misalnya ojol, maka walaupun SE secara kedudukan merupakan imbauan, tetapi perlu dilihat
dari sisi universal bahwa THR sebagai hak setiap pekerja terlepas dari hubungan kerjanya
untuk diberikan sesuai dengan kemampuan dari pemberi kerja mengingat bisnis platform
berbasis digital dalam dunia gig economy ini perlindungannya paling rentan namun mendorong

pertumbuhan pesat secara perekonomian.

Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa jika ada SE kemudian tidak ditindaklanjuti
atau dengan kata lain tidak dipatuhi oleh orang yang terkena SE tersebut maka sebenarnya tidak
ada sanksi apapun jugakarena SE tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

sebagaimana suatu peraturan perundangan-undangan.
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